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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong kemudahan berusaha melalui
sistem perizinan berbasis risiko. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung sebagai instansi pelaksana memiliki peran strategis dalam
memastikan proses perizinan sebagaimana mestinya. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan
berbagai tantangan, seperti koordinasi antar instansi, kesiapan SDM, dan pemanfaatan sistem OSS
(Online Single Submission). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji implementasi peraturan ini
dari perspektif good governance guna menilai sejauh mana prinsip-prinsip seperti transparansi,
akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas telah diterapkan di Kabupaten Tulungagung.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
khususnya di Kabupaten Tulungagung? 2) Bagaimana implementasi penyelenggaraan perizinan
berusaha di Kabupaten Tulungagung dalam prespektif good governance menurut Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan? 3) Apa saja faktor penghambat dan
solusi mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah Kabupaten Tulungagung?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian
yuridis-empiris yang mengacu pada penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sumber data primernya
didapat secara langsung dari sumber permasalahan. Sedangkan, data sekundernya diperoleh melalui
literatur, artikel, jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, serta situs online. Dengan
menggunakan teknis analisa data berupa penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitiannya adalah: 1) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah khususnya di Kabupaten
Tulungagung, telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun,
beberapa masih ditemukan adanya permasalahan yakni beberapa pelaku usaha di wilayah
Tulungagung masih belum memiliki izin. 2) Implementasi penyelenggaraan perizinan berusaha di
Kabupaten Tulungagung dalam prespektif good governance menurut Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, penyelenggaraan perizinan telah berjalan sesuai
dengan prinsip good governance yakni prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
Namun, masih terdapat kekurangan dalam prinsip partisipasi masyarakat terbukti dari masyarakat
yang belum mengetahui pentingnya memiliki izin usaha. 3) Faktor penghambat dan solusi mengenai
penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah Kabupaten Tulungagung. Faktor penghambat, yaitu:
Keterbatasan literasi digital dan tingkat kesadaran masyarakat rendah. Adapun, solusinya yaitu:
DPMPTSP Kabupaten Tulungagung membuat program “Moskeling ke Desa-Desa”, serta kegiatan
door to door guna melakukan pendampingan secara langsung dengan para pelaku usaha.
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Government Regulation Number 6 of 2021 concerning the Implementation of Business
Licensing in the Regions is part of the government's efforts to encourage ease of doing business
through a risk-based licensing system. The Tulungagung Regency Investment and One-Stop
Integrated Services Office (DPMPTSP) as the implementing agency has a strategic role in ensuring
the licensing process as it should. However, in practice, various challenges are still found, such as
coordination between agencies, human resource readiness, and the use of the OSS (Online Single
Submission) system. Therefore, it is important to examine the implementation of this regulation from
a good governance perspective to assess the extent to which principles such as transparency,
accountability, participation, and effectiveness have been applied in Tulungagung Regency.

The formulation of the problems in this study is: 1) How is the implementation of
Government Regulation Number 6 of 2021 concerning the Implementation of Business Licensing
in the Regions, especially in Tulungagung Regency? 2) How is the implementation of business
licensing in Tulungagung Regency in the perspective of Good Governance according to Law
Number 30 of 2014 concerning Government Administration? 3) What are the inhibiting factors and
solutions regarding the implementation of business licensing in the Tulungagung Regency area?

This type of research is qualitative research using juridical-empirical research methods that
refer to field research. The data collection techniques in this study are observation, interviews, and
documentation. The primary data source is obtained directly from the source of the problem.
Meanwhile, secondary data is obtained through literature, articles, journals, books, laws and
regulations, and online sites. By using data analysis techniques in the form of data presentation and
drawing conclusions.

The results of the research are: 1) The implementation of Government Regulation Number 6
of 2021 concerning the Implementation of Business Licensing in the Regions, especially in
Tulungagung Regency, has been running as it should in accordance with applicable regulations.
However, some are still found to have problems, namely some business actors in the Tulungagung
area still do not have permits. 2) The implementation of the implementation of business licensing in
Tulungagung Regency in the perspective of Good Governance according to Law Number 30 of 2014
concerning Government Administration, the implementation of licensing has been carried out in
accordance with the principles of good governance, namely the principles of transparency,
accountability, and legal certainty. However, there are still shortcomings in the principle of
community participation, as evidenced by people who do not know the importance of having a
business license. 3) Inhibiting factors and solutions regarding the implementation of business
licensing in the Tulungagung Regency area. Inhibiting factors, namely: Limited digital literacy and
low level of public awareness. Meanwhile, the solution is: The Tulungagung Regency DPMPTSP
has created a "Moskeling to Villages" program, as well as door to door activities to provide direct
assistance with business actors.
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